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Pcran Sistcm Akuntansi Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Transparansi Dan 

Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas 

ABSTRAKSI 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apakah Sistem 
Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) memiliki peran dalam mewujudkan 
transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten 
Musi Rawas. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah 
(SAKD) cukup memiliki peran dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas 
pelaporan keuangan daerah. Faktor-faktor yang menyebabkan kecilnya peran sistem 
akuntansi keuangan daerah dalam mewujudkan transparansi dan ak:untabilitas 
pelaporan keuangan daerah, antara lain disebabkan otorisasi transaksi yang dilak:ukan 
oleh pihak terkait, basil kinerja pemerintah daerah tidak selamanya mudah diakses 
oleh masyarakat, kurang tepatnya laporan keuangan yang dikeluarkan pemerintahan 
daerah, kualitas sumber daya manusia dalarn pelaksanaan sistem akuntansi keuangan 
daerah. 

Diharapkan untuk penelitian selanjutnya agar memperhatikan Sumber daya 
manusia dan menambah variabel yang mungkin berpengaruh untuk menguji Sistem 
Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dalam mewujudkan transparansi dan 
akuntabilitas pelaporan keuangan. 

Kata Kunci: sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD), transparansi, akuntabilitas, 
dan pelaporan keuangan daerah 

xiii 



Role of Regional Financial Accounting System Achieve Transparency and 
Accountability in Government Financial Reporting Musi Rawas District 

ABSTRACT 

This study aims to determine and analyze whether the Financial Accounting 
System (SAKD) have a role in creating transparency and accountability in 
government financial reporting Musi Rawas District. 

The results showed that the area of financial accounting systems (SAKD) 
enough to have a role in creating transparency and accountability of financial 
reporting areas. The factors that cause small areas of financial accounting system's 
role in creating transparency and accountability of financial reporting areas, partly 
due authorization of transactions by related parties, the performance of local 
governments are not always easily accessible to the public, less precise financial 
reports issued by local government , the quality of human resources in the areas of 
financial accounting systems implementation. 

Expected to further research in order to pay attention to human resources and 
add variables that may affect to test the area of Financial Accounting Systems bring 
transparency and accountability in financial reporting. 

Key words: financial accounting system area (SAK.DJ, transparency, accountability, 
financial reporting areas 
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1.1. Latar Belakang 

'BMJI 

PENDAHULUAN 

Pemerintah Indonesia telah melakukan refonnasi manajemen keuangan negara 

baik ditingkat pemerintah pusat maupun ditingkat pemerintah daerah. Konclisi ini 

ditegaskan dengan ditetapkannya paket Undang-Undang bidang Keuangan Negara 

yaitu Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang 

No.l Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta Undang-unclang No.22 

tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang direvisi menjadi Undang-undang 

No.32 tahun 2004 dan Perpu No.3 tahun 2005 serta UU No.25 tahun 1999 tentang 

Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang direvisi menjadi UU No. 

33 tahun 2004 yang merupakan tonggak awal otonomi daerah. Otonomi daerah 

merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam mengambil keputusan daerah 

berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang dimj]jki sesuai dengan kepentingan, 

pnoritas, dan potensi daerah tersebut (Bastian 2007 :2). 

Dengan pelaksanaan otonomi ini, daerah Kabupaten dan Kota diberikan 

kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya seildiri dengan sedikit 

campur tangan pemerintah pusat, serta mengelola keuangannya sendiri. Oleh karena 

itu, sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik diperlukan untuk mengelola dana 

desentralisasi secara transparan, efektif, efisien, ekonomis dan akuntabel. Pembuatan 

laporan keuangan adalah bentuk kebulatan transparansi yang meru'!:!p~ ~ ~ 

pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan ( o 

atas aktlvitas penegelolaan sumber daya publik. 



Beberapa prioritas perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah penting 

dilakukan, terutama dalam aspek anggaran, akuntansi dan pemeriksaan. Sejalan 

dengan pelaksanaan otonomi daerah, sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik 

difokuskan untuk mengelola dana secara desentralisasi dengan transparan, efektif, 

efisien dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas. Untuk 

mewujudkan hal tersebut diperlukan suatu pemikiran yang cerdas melalui inovasi 

sistem akuntansi (Bastian 2007 :2). 

Perubahan sistem politik, sosial, ekonomi dan kemasyarakatan yang dibawa 

oleh arus reformasi telah menimbulkan tuntutan yang beragam terhadap pengelolaan 

pemerintahan yang baik (good government governance). Tuntutan ini perlu dipenuhi 

dan didasari oleh para manajer Pemerintaha Daerah. Menurut PP No. 105 I 2000 

yang diganti menjadi PP No. 58 / 2005 yaitu mensyaratkan perlu dilakukannya 

pertanggungjawaban dalam bentuk lapoaran keuangan (neraca daerah, laporan arus 

kas, dan realisasi anggaran) oleh kepala daerah. Sehingga menuntut pemerintah 

daerah mengalokasikan sumber daya secara efektif dan efisien. Kemampuan ini 

memerlukan informasi akuntansi sebagai salah satu dasar pentingnya dalam 

mengambil keputusan alokasi sumber daya secara ekonomis. Berdasarkan bal 

tersebut, disusunlah sistem akuntansi keuangan daerah. Sistem akuntansi keuangan 

daerah ini dijalankan oleh bagian keuangan pemerintahan daerah. 

Agar transparansi dan akuntabilitas sektor publik dapat dilaksanakan maka 

diperlukan sistem akuntansi yang memadai, karena sistem akuntansi merupakan 

pendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang trasparansi, adil, efektif 

dan efisien. Pengembangan sistem yang dianggap tepat untuk dapat di 

implementasikan di daerah menghasilkan suatu Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 
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(SAKD) yang diharapkan akuntabilitas dan trasparansi dalam pengelolaan keuangan 

daerah dapat tercapai (Halim 2004: 35). 

Adapun manfaat penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berdasarkan 

Standar Akuntansi Pemerintahan (2005: 11) adalah bertujuan untuk meningkatkan 

akuntabilitas dan keandalan pengelolaan keuangan pemerintahan melalui penyusunan 

dan pengembangan sistem akuntansi keuangan pemerintah. 

Sebagaimana pemerintahan daerah lainnya di Indonesia, Pemerintahan Daerah 

Kabupaten Musi Rawas telah mengimplementasikan suatu sistem akuntansi 

keuangan daerah dalam upaya menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan 

menciptakan terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan publik. 

Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah 

daerah (pemda), salah satu upaya yang dapat dilakukan dengan melalui penyampaian 

laporan pertanggungjawaban APBD berupa laporan keuangan yang memenuhi 

prinsip tepat waktu dan tepat saji serta disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan 

yang berterima secara umum yaitu dengan menggunakan Sistem Akuntansi 

Keuangan Daerah. 

Namun akuntabilitas dan transparansi publik juga melekat pada fungsi 

pengendalian dan pengawasan, maka informasi yang disajikan terutama aspek 

pelaporan keuangan kepada publik harus auditable atau dapat diaudit oleh baik 

aparat internal dan ekstemal pengawasan fungsional Badan Pemeriksan Keuangan 

(BPK) dan Badan Pengawas Daerah (Bawasda) maupun auditor lainnya yang terkait. 

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) perwakilan Provinsi 

Swnatra Selatan telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah (LKPD) Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2005 mendapatkan opini yaitu 

Disclaimer dan pada tiga tahun terakhir ini ( 2008, 2009 dan 2010) Badan Pemeriksa 
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Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) perwakilan Provinsi Sumatra Selatan 

memberikan opini terhadap LKPD Kabupaten Musi Rawas yaitu Wajar Dengan 

Pengecualian(www.docstoc.com/Bab-IX-Provinsi-SumateraSelatan). 

Perubahan opini yang diberikan oleh BPK RI terhadap laporan keuangan 

pemerintah daerah (LKPD) ini yang menjadi dasar dalam pengambilan objek pada 

pemerintah daerah Kabupaten Musi Rawas. 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tersebut akan dijadikan tolok 

ukur untuk menilai keberhasilan pemimpin daerah selain indikator-indikator yang 

bersifat makro seperti tingkat pertumbuhan ekonomi yang positif, tingkat inflasi yang 

terkendali, kesempatan kerja yang semakin meningkat, pengangguran yang semakin 

berkurang, keamanan yang kondusif dan daya beli masyarakat yang semakin 

meningkat. 

Hal tersebut terdapat pada RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) 

Kabupaten Musi Rawas tahun 2011-2015 pada BAB III tentang Gambaran 

Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perda Kabupaten Musi Rawas No. 7 Tahun 2008 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Musi Rawas pada 

Pasal 225 yang menyangkut tentang Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. 

Oleh karena itu, diharapkan dengan diterapkannya Sistem Akuntansi Keuangan 

Daerah dapat mewujudkan akuntabilitas dan trasparansi dapat terwujud sesuai 

dengan PP No. I 05 / 2000. 

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka saya 

sebagai peneliti ingin membahas tentang" Peran Sistem Akuntansi Keuangan 

Daerah Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pelaporan 

Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas" 
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1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya dapat 

disimpulkan bahwa pennasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada pemerintahan 

Kabupaten Musi Rawas. 

2. Bagaimana peranan Sistem Ak.untansi Keuangan Daerah dalam mewujudkan 

transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan pada pemerintahan 

Kabupaten Musi Rawas. 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini berkaitan dengan masalah yang timbul seperti telah 

diungkapkan diatas adalah : 

1. Untuk menilai dan menganalisis penerapan Sistem Akuntansi Keuangan 

Daerah pada pemerintahan Kabupaten Musi Rawas. 

2. Untuk menilai dan menganalisis peranan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 

dalam mewujudkan akuntabilitas dan trasparansi pelaporan keuangan pada 

pemerintahan Kabupaten Musi Rawas. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Bagi pemerintahan Kabupaten Musi Rawas dan pihak terkait. 

Peneliti dapat memberikan informasi yang dapat dijadikan bahan masukan 

mengenai Peran Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan 

Transparansi Dan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 
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Kabupaten Musi Rawas. Kemudian dapat dijadikan bahan acuan dan 

pertimbangan dalam penentuan kebijakan daerah. 

2. Bagi peneliti 

Menambah pengetahuan serta wawasan peneliti mengenai Peran Sistem 

Akuntansi Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Transparansi Dan 

Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas. 

Sekaligus dapat membarikan tambahan wawasan dan pengalaman yang 

bermanfaat. 

3. Bagi pembaca 

Dijadikan sebagai sumber informasi dan referensi untuk melakukan penelitian 

selanjutnya. 

1.5. Sistematika Pembabasan 

Adapun sistematika pembahasan dan penelitian skripsi lill akan disajikan 

secara sistematik yang terbagi menjadi lima bagian yaitu: 

BABI PENDAHULUAN 

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang dilakukanya 

penelitian tersebut, perumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, Peran Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dalam 

Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah 

Daerah Kabupaten Musi Rawas. 
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BAB II TINJAUAN PUST AKA 

Bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang merupakan dasar bagi 

penyusunan skripsi ini. Peneliti hanya menuliskan teori-teori yang 

mempunyai relevansi yang mendukung proses penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai metode penelitian yang berupa 

objek,ruang lingkup penelitian, sumber data, jenis data,teknik 

pengumpulan dan analisis data. 

BAB IV DAT A DAN HASIL PENELITIAN 

Dalam bah ini kan membahas tentang gambaran umum objek 

penelitian, mulai dari sejarah singkat terbentuknya Kabupaten Musi 

Rawas, kondisi geografis, visi dan misi, stuktur organisasi dan kondisi 

keuangan pemerintahan Kabupaten Musi Rawas serta membahas 

mengemu peran sistem akuntansi keuangan daerah dalam 

mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan 

pemerintah daerah kabupaten Musi Rawas. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini mengungkapkan kesimpulan yang berkaitan dengan 

pennasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian dan juga 

memberikan saran-saran sebagai masukan kepada objek penelitian. 
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